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ABSTRAK 

Kekayaan SDA non-renewable berupa mineral dan batubara merupakan aset 
kekayaan negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
sehingga pengelolaannya harus memperhatikan hajat hidup orang banyak. 
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara memberikan perubahan terhadap rezim pengelolaan dan pengusahaan 
pertambangan minerba dari rezim kontrak menjadi rezim izin. Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah daerah ataupun pusat merupakan 
sebuah bentuk pengecualian yang diberikan kepada pelaku usaha untuk dapat 
melakukan pengusahaan minerba. Pengecualian ini merupakan tindakan yang 
diperkenankan terhadap suatu larangan dari suatu undang-undang.  Dengan demikian, 
penolakan izin dapat terjadi jika kriteria yang ditetapkan tidak terpenuhi. Namun, 
apabila pelaku dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang 
maka pemerintah harus memberikan izin kepada pelaku usaha untuk melakukan 
pengusahaan minerba. 

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Minerba, Provinsi Kalimantan Timur 
menjadi salah satu provinsi dengan tingkat penerbitan IUP tertinggi. Penulis melihat 
permasalahan dalam pelaksanaan UU tersebut sehingga harus diteliti lebih lanjut, 
karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Penulis tertarik untuk meneliti dampak 
dari pelaksanaan UU tersebut dengan melihatnya dari perspektif Maqa>s}id asy-
Syari>’ah kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian library research berdasarkan Undang-Undang dan 
peraturan terkait lainnya, beserta data yang diperoleh dari berbagai sumber. 
Sedangkan untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis akan meninjau 
pelaksanaan UU melalui pendekatan hukum Islam dengan menggunakan perspektif 
Maqa>s}id asy-Syari>’ah. 

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi 
akademik dalam khazanah keilmuan. Karena selama ini masih sangat sedikit tulisan 
mengenai studi pelaksanaan UU dilihat dari perspektif Maqa>s}id asy-Syari>’ah.  
Sehingga, tulisan ini layak untuk dijadikan referensi calon sarjana hukum. 

 
Kata Kunci : Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, Maqa>s}id asy-Syari>’ah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 

dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 - - Alif ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ṡ Es dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ Ha dengan titik di bawah ح

 Kha Kh Ka-ha خ

 Dal D De د

 śal ś Zet dengan titik di atas ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es-ye ش

 Ṣād Ṣ Es dengan titik di  bawah ص

 Ḍaḍ Ḍ De dengan titik di bawah ض

 Ṭa’ Ṭ Te dengan titik di bawah ط
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 Ẓa’ Ẓ Zet dengan titik di bawah ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Ghain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Ki ق

 Kāf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ya ي

 

B. Vokal 

1. Vokal Tunggal 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

-َ-------- Fathah A A 

-ِ-------- Kasrah I I 

-ُ-------- Dammah U U 

 

 

Contoh: 
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 su’ila    سئل      kataba   كتب  

2. Vokal Rangkap 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ي Fatkhah dan ya Ai a - i 

و Fatkhah dan wau Au a - u 

 

3. Vokal Panjang 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatkhah dan alif Ᾱ a dengan garis di atas أَ

ي Fatkhah dan ya Ᾱ a dengan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ῑ i dengan garis di atas يِ

و Zammah dan ya Ū u dengan garis di atas 

 

Contoh : 

 qīla           قيل                 qāla     قال  

 yaqūlu  يقول  ramā  رمى               

C. Ta’ Marbu ṭṭṭṭah 

1. Transliterasi ta’ marbuṭah hidup 

Ta’ marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah transliterasinya adalah “t”. 

2. Transliterasi ta’ marbuṭah mati 
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Ta’ marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

Contoh: 

 ṭalḥah    طلحة 

3. Jika ta’ marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan 

bacaannya terpisah, maka ta’ marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan  

“ha”/h. 

Contoh: 

طفاللأا     rauḍah al-aṭfāl روضة 

 al-Madīnah al-Munawwarah     المنورة المدينة

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, 

baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh: 

 nazzala    نزل  

  البر   al-birru 

E. Kata Sandang  “ال” 
 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 

 Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang .”ال“
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yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

Qamariyah. 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang tersebut. 

Contoh:  

 ar-rajulu    الرجل           

 as-sayyidatu   السيدة 

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 

bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan tanda sambung (-). 

Contoh: 

 al-qalamu   القلم   

 al-badī’u  البديع

 

F. Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 
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akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 syai’un  شيء

 umirtu     امرت

 an-nau’u النوء

 

G. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada 

nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan 

kalimat. 

 

Contoh: 

رسول إلا محمد وما     Wamā Muhammadun illārasūl 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
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PERSEMBAHAN 

 

Untuk: 

Ibunda tercinta, pelita yang selalu bercahaya saat kehidupan seolah telah meredup. 

Trimakasih mamakku tersayang SUMIJEM  

Ayahanda tercinta, karenanya aku menjadi lebih mandiri dan tegar dalam hidup. 

Terimakasih bapakku tercinta (Alm) EDI GUNARKO dan ayah yang senantiasa 

membawa keceriaan baru dalam hidup, ayahku ERI GUSTARI 

Keluarga, tempat ternyaman untuk selalu pulang. Trimakasih, telah memberikan 

dukungan dan motivasi untuk selalu berkreasi dan mengembangkan diri 

Sahabat, yang terkadang lebih percaya pada diriku melebihi diriku sendiri 

Bersama memberikan dukungan untuk menjadi lebih baik. Trimakasih sahabat-

sahabatku (Ledy Famulia, Zahid Sapto, Indah Arifatul, Hanifah) 

Terimakasih teruntuk kakak-kakak yang senantiasa meladeni untuk terus 

mengasah keilmuan dalam berdiskusi (Mas Wildan, Mbak Ifa, Mas Azizi) 

Untukmu, yang masih kusemogakan dalam doa agar segera dipertemukan atau 

sekedar sadar. (“AN”)  

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), tempat berproses menjadi 

mahasiswa berintelektual, tempat dimana kawan menjadi saudara 

Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), tempat berproses menjadi mahasiswa 

yang sesungguhnya, saling bertukar ide, gagasan, dan keilmuan 

Jurusan Muamalat (Hukum Bisnis Islam), tempat dimana pembelajaran tidak 

hanya sekedar tentang mengetahui 
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MOTTO 

 

 

Jika mimpimu belum ditertawakan orang lain berarti 

mimpimu masih kecil 

-Luffy, One Piece- 

 

 

Kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang.. maka 

keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan hasil dari 

kebiasaan  

-Aristoteles- 
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KATA PENGANTAR 

 


ِ	 وَا�ُ�َ�ِ
� وَ ا���َ��ة وَا���َ��مُ َ�َ�� أَْ�َ�فِ اَ�ْ
�ِ�َ���اَْ�َ#�ُ" ! رَب� ا�َ
�� وَ َ�َ�� أَِ�ِ% وَ أَْ'َ#�ِ&ِ% أَْ$َ�ِ
ْ�ِ(َ�ْ  

)"َ�ْ&َ *َ�ِ
 أ1َ�َُْ" أَنْ َ+ إِ�َ% إِّ+ اُ! وَأ1َ�َُْ" أَنّ ُ/َ#ّ�ً"ا َ�ْ�ُ"ُ) وَرَُ(ْ,ُ�ُ% َ+ َ

�6ْ1ُ ِ&4ْ5َِ��نٍ إَِ�� َ�ِ7َ �َ:ْ,مِ ا�ّ"ْ:�ا6ّ1ُ��َ َ'9ِ وََ)6ْ�ّ َ��� ُ/َ#ّ�ٍ" وََ��� 8ِ�ِ% وِأَْ'َ#�ِ&ِ% وََ/ْ  

 

 Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, 

hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumberdaya mineral dan batubara adalah aset kekayaan bangsa yang harus 

dikelola secara optimal dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan rakyat. 

Data dari Kementrian ESDM, pada bulan November tahun 2015 menyebutkan 

bahwa pasokan mineral dan batu bara mencapai 401.218.566 (ton) dan cadangan 

pasokan sebesar 11.494.091 (ton).1 Ketersediaan sumberdaya mineral dan 

batubara yang melimpah di Indonesia memberikan peluang bagi bangsa untuk 

memajukan perekonomian melalui usaha pertambangan. Hasil dari pengelolaan 

dan pengusahaan pertambangan dapat dipasarkan pada pangsa pasar domestik 

maupun global. 

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara”, dan ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal 

tersebut menjadi landasan konstitusi bangsa terkait dengan perekonomian nasional 

dan kesejahteraan sosial. Perwujudan dari amanat konstitusi kemudian diakomodir 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

                                                             
1Kementrian ESDM, “Pasokan Mineral dan Batubara”,  http://www.bgl.esdm.go.id/#, 

diakses pada tanggal 22 Desember 2015. 
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Batubara (UU Minerba). Pemberlakuan UU Minerba secara jelas memperlihatkan 

bahwa pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara 

merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara, sehingga 

pengelolaannya harus menciptakan kesejahteraan rakyat. 

Pada era otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa urusan 

pemerintahan mengenai pengelolaan energi dan sumber daya mineral merupakan 

urusan pemerintahan konkruen (pilihan) yang kewenangannya dipegang oleh 

pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk dapat 

mengurus sendiri urusan pemerintahan demi memajukan perekonomiannya. 

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan bentuk pengendalian dan 

pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan pengusahaan pertambangan. 

Maka negara sebagai entitas tertinggi memberikan izin kepada badan usaha, 

koperasi, dan perseorangan untuk dapat berperan dalam pengusahaan dan 

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui penerbitan IUP yang 

diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.  

Izin merupakan suatu tindakan pengecualian yang diperkenankan  

terhadap suatu larangan dari suatu undang-undang. Pengecualian tersebut dapat 

diteliti dengan memberi batasan-batasan tertentu bagi pemberian izin tertentu. 

Dengan demikian dapat terjadi penolakan izin karena kriteria yang ditetapkan oleh 

pemerintah tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tidak mungkin memberi 

izin kepada semua orang memenuhi kriteria, karena ada keterbatasan dari benda-
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benda tertentu.2 Sebagaimana Izin Usaha Pertambangan tidak serta-merta 

diberikan kepada koperasi ataupun seseorang (pelaku) usaha pertambangan, selain 

karena barang tambang memiliki nilai ekonomi tinggi, usaha pertambangan juga 

memberikan resiko yang tinggi terhadap lingkungan maupun kehidupan 

masyarakat sekitar tambang, sehingga penambangan mineral dan batu bara hanya 

dapat dilakukan oleh pelaku pengusahaan tambang yang telah memiliki IUP. Izin 

Usaha Pertambangan atau yang selanjutnya disebut dengan IUP, adalah izin untuk 

melaksanakan usaha pertambangan.3 IUP dalam UU Minerba terdiri atas dua 

tahap4 yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi meliputi 

kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP 

Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pemegang IUP Eksplorasi maupun 

IUP Operasi Produksi memiliki hak untuk dapat melakukan seluruh atau sebagian 

kegiatan tambang karena telah memenuhi ketentuan wajib yang dipersyaratkan di 

dalam peraturan perundang-undangan.5 

Data yang dikemukakan oleh Kementrian ESDM menyatakan bahwa sejak 

diundangkannya UU Minerba tahun 2009 hingga agustus 2015, IUP yang telah 

                                                             
2Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan, cet. pertama, (Jakarta: Buku Obor,  2015),  

hlm.135.  
 
3Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara 
 
4Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. 
  
5Pasal 36 ayat (2), Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara 
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diterbitkan mencapai mencapai 10.827 IUP6. Padahal sebelum adanya otonomi 

daerah (1945-1999) jumlah Izin Usaha Pertambangan hanya 600-an.7 Jumlah Izin 

Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam pengusahaan dan 

pengelolaan pertambangan seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan 

masyarakat. Karena semakin banyak izin yang diterbitkan, maka semakin banyak 

pula tambang mineral dan batubara yang dikelola. Sehingga pendapatan daerah 

(berasal dari iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran eksploitas), pemberdayaan 

ekonomi masyarakat daerah tambang, dan dan amdal (terkait reklamasi pasca 

tambang) dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat.8 Akan tetapi banyaknya IUP yang diterbitkan berdampak serius 

terhadap berbagai hal seperti, banyaknya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan 

tambang berakibat pada rusaknya ekosistem hutan dan pencemaran lingkungan 

pasca penambangan (tidak ditindaklanjuti dengan reklamasi tambang), tumpang 

tindih lahan terjadi di sektor pertambangan dengan sektor lain seperti kehutanan, 

perkebunan, dll, selain itu tumpang tindih izin juga terjadi antara satu IUP dengan 
                                                             

6Kementrian ESDM, “Penataan IUP”, 
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK
EwjP04zZz-
zJAhUkXqYKHaUHAtoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Feiti.ekon.go.id%2Fsosialisa
si-eiti-dan-uu-
23yogya27082015%2F%3Faid%3D958%26sa%3D1&usg=AFQjCNFX0Y2DVy6cUyqR
DKEvT82Kxk_ZLA&sig2=IcR5tuNRvEQizO6PfR3Sug, diakses pada tanggal 21 
desember 2015.  

7Kementrian ESDM, “Penataan IUP”,  
http://acch.kpk.go.id/documents/10180/37407/PenertibanPenataan+Perizinan+Usaha+Per
tambangankemenESDM.pdf/5914bed8-c0ca-44f7-9782-c7a1962b7939, diakses pada 
tanggal 21 desember 2015. 

8Pasal 39 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara. 
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IUP lain yang dikeluarkan oleh Gubernur juga diterbitkan oleh Bupati, konflik 

masyarakat lokal dengan pengusaha tambang, serta tidak maksimalnya 

penerimaan negara dari sektor pajak maupun non-pajak karena praktek manipulasi 

dan KKN pada pengelolaan dan pengusahaan pertambangan9. Penataan IUP yang 

telah dilakukan Kementrian ESDM menyatakan bahwa dari total IUP yang 

diterbitkan terdapat 4.563 IUP atau sejumlah 42,14 % dari total IUP10 merupakan 

IUP non-CnC11. IUP non-CnC merupakan IUP bermasalah karena tidak sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan seperti, tidak terpenuhinya persyaratan 

administratif, persyaratan teknis, persyaratan finansial, ataupun persyaratan 

lingkungan. Akibatnya, pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan 

batubara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat tidak terealisasikan secara 

optimal. 

Terselenggaranya pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral 

dan batubara secara optimal dan berkelanjutan merupakan suatu kebermaksudan. 

Pengelolaan minerba dimaksudkan agar dapat memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat dan dapat digunakan bagi generasi yang akan datang.  

                                                             
9Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia, cet. pertama, (Jakarta: 

Penerbit Pustaka Yustisia, 2013), hlm.185.  
 
10Kementrian ESDM, “Penataan IUP”, 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjP04z
Zz-zJAhUkXqYKHaUHAtoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Feiti.ekon.go.id%2Fsosialisasi-
eiti-dan-uu-23-
yogya27082015%2F%3Faid%3D958%26sa%3D1&usg=AFQjCNFX0Y2DVy6cUyqRDKEvT82
Kxk_ZLA&sig2=IcR5tuNRvEQizO6PfR3Sug, diakses pada tanggal 21 desember 2015.  

11IUP Clean and Clear (C and C) dan IUP non Clean and Clear (Non-CnC) merupakan 
sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menata perizinan yang ada  diseluruh 
Indonesia agar memenuhi semua persyaratan sesuai dengan UU Minerba antara lain: persyaratan 
administrative, persyaratan teknis, persyaratan finansial, dan persyaratan lingkungan.  
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Menurut pandangan islam keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang 

memperhatikan semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas.12  

Didalam al-Qur’an telah dijelaskan landasan filosofis religius yang berkaitan 

dengan pengelolaan sumber daya alam mineral, khususnya emas, tembaga dan 

perak, tepatnya dalam al-Qur’an yang berbunyi: 

���ت ������ ا����� و�� ا����ل ��د 
�� و	�� �����  �
ا�* (� أنّ ا% ا�$ل �� ا�#��ء ��ء !� ����

  ١٣ا����� و-�ا
�, +�د

Realitas bahwa sumber daya alam yang banyak dieksploitasi meliputi 

emas, tembaga, perak, dan batubara. Kata garis-garis putih dan merah dalam al-

Qur’an ditafsirkan adalah emas, tembaga, dan perak, sedangkan yang berwarna 

hitam pekat adalah berupa batubara. Semua sumber daya alam yang merupakan 

ciptaan Allah SWT memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga penciptaan 

sumberdaya alam terutama mineral dan batubara memiliki maksud tertentu bagi 

manusia. 

Dalam hal ini, Islam mengakomodir kebermaksudan melalui konsep 

Maqa>s}id asy-Syari>’ah. Maqa>s}id asy-Syari>’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya 

dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-

ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu 

hukum yang berorietasi pada kemashlahatan. Seiring perkembangan zaman, 

konsep Maqa>s}id asy-Syari>’ah ini pun mengalami perkembangan. Cendikiawan 

                                                             
12Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), cet. II, 

hlm. 37 
13

 Al-Fathir: 27 
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muslim Jasser Auda telah mengembangkan terminologi maqa>s}id tradisional 

kedalam bahasa masa kini yang kemudian dikenal dengan konsep Maqa>s}id asy-

Syari>’ah kontemporer.  Salah satunya diambil dari area keniscayaan (d}aru>riyya>t) 

mengenai hifz} al-ma>l (perlindungan harta). hifz} al-ma>l versi al-Gaza>li> bersama 

dengan ‘hukuman bagi pencurian’ versi Al-Amiri dan ‘proteksi uang’ versi Al-

Juwaini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familiar, 

misalnya ‘bantuan sosial’, ‘pengembangan  ekonomi’, ‘distribusi uang’, 

‘masyarakat sejahtera’ dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial-ekonomi.14 

Perwujudan dari perkembangan konsep Maqa>s}id kontemporer ini mengarah 

kepada Pembangunan Sumberdaya Manusia (Human Develompment) sebagai 

salah satu tema bagi kemashlahatan publik pada zaman sekarang. Realisasi 

Maqa>s}id dapat diukur secara empiris melalui “target-target pembangunan SDM” 

versi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Pengembangan ini memungkinkan 

penggunaan maqasid untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat 

dibutuhkan di negara-negara berpenduduk muslim.15 

Maqa>s}id asy-Syari>’ah telah menjelaskan bahwa tujuan dari syari’at adalah 

kemashlahatan umat dan mencegah timbulnya kemafsadatan (kerugian) bagi umat 

manusia. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk menganalisa lebih lanjut 

mengenai “Penerbitan Izin Usaha Petambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan 

Timur (Studi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif MaqaMaqaMaqaMaqa>> >>ssss}} }}id id id id asyasyasyasy----SyariSyariSyariSyari>> >>’ah’ah’ah’ah.)”  

                                                             
14Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah, (Bandung: PT. 

Mizan, 2015), cet. pertama, hlm 59.  
15 Ibid, hlm 59. 
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B. Pokok Masalah 

1. Bagaimana dampak dari penerbitan IUP dalam pengelolaan dan 

pengusahaan minerba terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi 

Kalimantan Timur? 

2. Bagaimana realisasi Maqa>s}id asy-Syari>’ah melalui indikator SDGs dalam 

menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan 

Timur?  

C. Tujuan dan Kegunaan 

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:   

1. Untuk menjelaskan bagaimana dampak dari penerbitan IUP terhadap 

kesejahteraan masyarakat setelah diundangkannya Undang-undang No. 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

2. Untuk memberikan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai 

analisis Maqa>s}id asy-Syari>’ah dalam pengelolaan dan pengusahaan 

tambang yang selama ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. 

3. Skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah keilmuan dan 

memberikan kontribusi pemikiran mengenai dampak penerbitan IUP 

dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan terkait dengan 

kesejahteraan rakyat dari perspektif Maqa>s}id asy-Syari>’ah. 

4. Skripsi ini dapat digunakan untuk memberikan pertimbangan bagi 

pengambil kebijakan (pemerintah) dalam pelaksanaan pertambangan 

minerba. 
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D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai Pertambangan Mineral dan 

batubara, penyusun menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang menyoroti 

permasalahan dalam pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara, tetapi 

belum ada yang melakukan penelitian mengenai akibat penerbitan IUP terkait 

dengan pengelolaan minerba terhadap kesejahteraan masyarakat dengan 

pendekatan maqasid asy-syari’ah yang digagas oleh Jasser Auda. 

Adapun beberapa karya tersebut yakni tesis Ineke Mayliana, dengan judul 

“Aspek Hukum Perlindungan Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan ditinjau dari Undang-undang Nonor 4 tahun 2009 Tentang 

Petambangan Mineral dan Batu Bara {Studi Kasus PT. Aneka Tambang, Tbk dan 

PT. Duta Inti Perkasa Mineral).” Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti 

memberikan kesimpulan bahwa masalah konsistensi pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan di sektor pertambangan terhadap perlindungan investor 

menjadi masalah besar sejak daerah berwenang mengeluarkan IUP. Pada tataran 

praktek konsistensi tersebut tidak tercapai dimana hal ini sangat berbahaya bagi 

investor karena IUP bisa saja dicabut oleh Pemerintah Daerah. Perubahan peta 

politik dan rendahnya pemahaman aparatur pemerintah dapat berimplikasi 

terhadap perlindungan investor atas izin yang dimilikinya tidak memberikan 

kepastian hukum. Padahal investor telah menanamkan modalnya, inkonsistensi ini 

masih tidak jelas, maka perlindungan investor di sektor usaha pertambangan 

menjadi tidak konsisten, yang mana seharusnya IUP di daerah tersebut konsisten 
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diberikan kepada investor secara konsekuen dengan berpegang teguh pada 

peraturan-peraturan yang berlaku.16 

Karya tulis ilmiah yang kedua adalah tesis yang ditulis oleh Foni 

Vebrilioni dengan judul “Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui 

Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara. Dari hasil 

penelitian tersebut peneliti berkesimpulan bahwa sistem lelang dapat menghindari 

adanya praktek curang yang selama ini terjadi dengan menggunakan sistem 

permohonan, karena sistem lelang bersifat terbuka sehingga dirasa adil bagi setiap 

pelaku usaha. Namun dalam prakteknya, masih terdapat beberapa kendala sistem 

lelang salah satunya adalah ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan 

peraturan perundang-undangan, sehingga masih ditemukan adanya praktek jual 

beli konsesi pertambangan yang menggunakan sistem royalti. Jual beli dengan 

sistem royalti adalah cara pemilik IUP mengalihkan IUP-nya kepada pelaku usaha 

lain dan sebagai gantinya, pelaku usaha memberikan royalti kepada pemilik IUP 

dan hal  tersebut dilarang dalam peraturan perundang-undangan.17  

Karya tulis terakhir adalah skripsi yang ditulis oleh Anwar Habibi Siregar 

dengan judul “Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan 

Undang-undang Minerba.” Dari karya tersebut penulis memberikan kesimpulan 

bahwa dalam perspektif hukum islam hanya negaralah yang berhak akan 

                                                             
16Ineke Mayliana,“Aspek Hukum Perlindungan Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan ditinjau dari Undang-undang Nonor 4 tahun 2009 Tentang Petambangan Mineral 
dan Batu Bara (Studi Kasus PT. Aneka Tambang, Tbk dan PT. Duta Inti Perkasa Mineral)”, tesis 
dipublikasikan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2013), hlm. 30. 

17Foni Vebrilioni,”Penerbitan Izin Usaha Pertambangan melalui Lelang: Usaha 
Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertamangan Batubara”, (Jakarta: Fakultas Hukum, 2012), hlm. 
36. 
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pengelolaan barang tambang diseluruh wilayah NKRI, hal demikian karena 

pertimbangan demi mashlahat umum dan untuk menjaga dan memanfaatkan harta 

benda kekayaan milik  bangsa Indonesia. Pemerintah melalui BUMN-lah yang 

seharusnya mengelola kekayaan alam. Suatu penguasa tidak diperbolehkan 

memberikan izin apapun kepada badan swasta ataupun asing karena hal tersebut 

dapat merugikan kepentingan mashlahat umum dan keadilan bagi seluruh warga 

masyarakat negara. Sedangkan dalam perspektif UU Minerba menetapkan bahwa 

Minerba dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, yang selanjutnya ditetapkan bahwa negara atau pemerintah 

dalam hal ini adalah Menteri ESDM, berhak untuk mengelola seluruh barang 

tambng yang merupakan kekayaan negara  dengan memberikan kesempatan 

pengelolaan dan pengusahaan barang tambang kepada badan usaha swasta, 

perseorangan, masyarakat dan/atau koperasi yang kesemuanya harus berbadan 

hukum  Indonesia. Kesempatan tersebut diatur melalui IUP, IPR, dan IUPK. 

Sesuai dengan tujuannya izin tersebut diberikan untuk memberikan nilai tambah 

secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah 

secara berkelanjutan.18 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik dalam penelitian hukum ini sangat diperlukan untuk 

mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana negara mengkonsep pengelolaan 

                                                             
18Anwar Habibi Siregar, “Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan 

Undang-undang Minerba”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013), hlm. 
29. 

 



12 
 

dan pengusahaan pertambangan dengan perspektif Maqa>s}id Syari’ah. Sejalan 

dengan hal tersebut, penulis akan mengemukakan beberapa teori yang akan 

digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. 

1. MMMMaqaaqaaqaaqa>> >>ssss}} }}id id id id asyasyasyasy----SSSSyariyariyariyari>> >>’ah’ah’ah’ah 

Terma ‘Maqa>s}id’  berasal dari bahasa arab  �0�1� (maqa>s}id) yang 

merupakan bentuk jamak kata �21� (maqs}ad) yang bermakna ‘maksud, 

sasaran, prinsip, niat, dan tujuan akhir. Terma itu berarti telos dalam bahasa 

Yunani, finalite (Perancis), atau Zweck (Jerman).19 Secara etimologi maqasid 

al-syari’ah terdiri dari dua kata, yakni maqa>s}id dan syari’ah. Maqa>s}id adalah 

bentuk jamak dari maqs}u>d yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun 

syari’ah artinya jalan menuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju 

kearah sumber kehidupan. 20 

Maqa>s}id asy-Syari>’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam 

merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat 

Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu 

hukum yang berorietasi pada kemashlahatan. Melalui Maqa>s}id asy-Syari>’ah 

inilah ayat-ayat dan hadist-hadist hukum yang secara kuantitatif terbatas 

jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan 

yang secara kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Qur’an dan Sunnah. 

                                                             
19Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari’ah,... hlm. 32. 
 
20Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif 

Maqashid Syari’ah, cet.-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 4. 
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Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti 

qi>yas, istih}sa>n, mas}lah}ah mursalah, dan ‘urf  yang pada sisi lain juga disebut 

sebagai dalil.21 

Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam buku yang ditulis oleh 

Jasser Audah menyebutkan, syariah adalah suatu kebijakan (hikmah) dan 

tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. 

Syari’at merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan 

kebaikan. Jadi setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan 

ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, 

kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syari’ah, 

meskipun itu diklaim sebagai interpretasi yang benar.22 Imam Al-Syatibi 

menulis:  

 !C *�>��2� A��م A! ا��9رع ��0�1 ��<1�= و>7;...   ا�8�9�67  ه34

��7 وا����� ا���8  

 “Syari’at ini … bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di 

dunia dan di akhirat.”23 

Dimensi-dimensi maqa>s}id tradisional diklasifikasikan dengan berbagai 

cara, berdasarkan sejumlah dimensi. Berikut beberapa dimensi tersebut:24 

                                                             
21 Oman Faturrahman, Diktat Ushul Fiqih 2, (2013), hlm. 233. 
 
22Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif 

Maqashid Syari’ah,... hlm. 44 
 
23Ibid, hlm.44. 
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a. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi 

tradisional 

b. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai maqa>s}id 

c. Jangkauan orang yang tercakup dalam maqa>s}id 

d. Tingkatan keumuman maqa>s}id, atau sejauh mana maqa>s}id itu 

memperlihatkan keseluruhan nas 

Teori Maqa>s}id Islam berkembang dari abad keabad, terutama pada 

abad ke-20 M. Para teoritikus kontemporer kemudian mengkritik 

klasifikasi maqasid tradisional dan memperkenalkan konsep baru dengan 

memasukkan dimensi-dimensi baru, guna memperbaiki kekurangan pada 

konsep maqa>s}id tradisional.  

Konsep maqa>s}id kontemporer berubah dari konsep penjagaan dan 

perlindungan menuju pengembangan dan hak-hak asasi. Salah satunya 

adalah Pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai 

kemashlahatan publik, pengembangan SDM menjadi salah satu tujuan 

pokok maqa>s}id untuk direalisasikan melalui hukum islam. Dengan 

mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi maqa>s}id dapat diukur 

secara secara empiris melalui ‘target-target pembangunan SDM’ versi 

PBB. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digagas oleh PBB 

yakni, Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan PBB 

                                                                                                                                                                       

 
24Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari’ah,... hlm. 33. 
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dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. 

Terdapat tiga tujuan utama dari adanya SDGs antara lain: 

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. 

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan 

gizi  serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. 

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi 

semua orang di segala usia.  

Adapun indikator untuk mewujudkan pembangunan tersebut 

adalah: menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang 

baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air 

bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan 

pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, industri dan inovasi, mengurangi 

ketimpangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi 

yang bertanggungjawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem 

laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan 

yang kuat, kemitraan untuk mencapai tujuan. 

2. Teori Hak Menguasai Negara dan Konsep Kesejahteraan 

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang berfungsi 

sebagai The Guardian Of Constitution dan berwenang untuk menguji undang-

undang terhadap undang-undang dasar sesuai dengan pasal  24 C ayat (1) 

UUD 1945, telah memberikan tafsiran secara konsisten mengenai hak 

menguasai negara terhadap cabang-cabang utama produksi. Konsistensi 
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Mahkamah Konstitusi terbukti dengan adanya penafsiran yang sama pada 

pengujian Undang-undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, 

Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, dan Undang-

undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang 

Dasar 1945. Ketiga undang-undang tersebut telah mengatur cabang produksi 

utama (Migas, SDA, Ketenagalistrikan) yang harus dikuasai dan dikelola oleh 

negara. Adapun pengertian dikuasai oleh negara ditafsirkan sebagai berikut:25 

a. Negara mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan 

(bestuurdaad). 

b. Fungsi pengaturan (regelendaad) oleh negara dilakukan melalui 

kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah dan regulasi oleh 

pemerintah. 

c. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme 

pemilikan saham (share-holding) dan atau sebagai instrument 

kelembagaan oleh pemerintah. 

d. Fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) oleh negara dilakukan 

pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan 

penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud 

benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh 

rakyat.  

                                                             
25Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009, hlm. 90. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hlm. 99-100. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XI/2013, hlm. 132. 
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Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, 

terdapat pertimbangan bahwa “… dengan adanya anak kalimat “dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” maka sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat diartikan sebagai amanat untuk “memajukan 

kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia” serta menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan 

tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air, dan 

kekayaan yang terkandung didalamnya..” (vide paragraph [3.15.4] hal 158 

putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010). 

Sejahtera dalam KBBI memiliki ciri aman, sentosa, dan makmur; 

selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan Sosial adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara 

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya.26 Hal tersebut menempatkan kesejahteraan 

sosial sebagai tujuan akhir dari suatu kegiatan pembangunan. Dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, negara melakukannya 

melalui 4 cara:27 

a. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak; 

b. Penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya; 

c. Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar; 

                                                             
26 Pasal 1 Undang-undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.  
27 Mubyarto, Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia, cetakan pertama, Yogyakarta : 

Liberty, 1989, hlm. 16 
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d. Penyediaan lapangan kerja. 

3. Teori Izin 

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 

undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-

undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau 

pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.28 

Adapun pengertian perizinan29 adalah salah satu bentuk pelaksanaan 

fungsi dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk 

pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin melakukan 

sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi 

perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu 

kegiatan atau tindakan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan 

orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang 

sebenarnya dilarang untuk memperhatikan kepentingan umum yang 

mengharuskan adanya pengawasan. Ketentuan tentang perizinan mempunyai 

fungsi yaitu:30 

                                                             
28Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanaan Publik, cetakan kedua, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.167. 
 
29Ibid, hlm.168. 
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a. Fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat 

usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak 

bertentangan satu sama-lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi 

kehidupan masyarakat dapat terwujud. 

b. Fungsi pengatur, dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan 

sesuai dengan peruntukkannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin 

yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut 

sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi pustaka 

(library research).  Studi pustaka digunakan untuk mencari berbagai konsep, 

teori, asas, aturan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Disertai 

dengan mengumpulkan dan membaca referensi melalui peraturan, majalah, 

internet, dan data yang mendukung penulisan ini. 

2. Sumber data 

a. Data Primer 

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Data dari Badan Pusat 

Statistik di Provinsi Kalimantan Timur, Maqa>s}id Syari’ah, dan SDgs 

(Sustainable Development Goals) PBB. 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar berupa 

karya ilmiah, seperti bahan pustaka, jurnal, dan sebagainya serta bahan 

lain yang berkaitan dengan penelitian. 

c. Data Tersier 

Yaitu data yang memberikan petunjuk, infornmasi terhadap kata-kata 

yang memerlukan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, ensiklopedi, dan beberapa artikel dari media internet.  

3. Pendekatan penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis-normatif, dengan jalan mengidentifikasi teori Maqa>s}id Syari’ah 

terhadap Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam UU No. 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

4. Analisis Data 

 Setelah data penelitian terkumpul, selanjutnya akan dilakukan analisis 

dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap 

data yang telah terkumpul. Secara sederhana artinya semua data yang 

diperoleh akan dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang 

sistematis dan faktual. Dari hasil analisis, penyusun menarik kesimpulan 

untuk menjawab permasalahan tersebut. Kemudian analisis ini diakhiri dengan 

saran yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan tersebut. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini disusun agar penjabaran skripsi dapat 

dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, 

dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Bab pertama berisi 

tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, keranngka teoritik, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua, membahas mengenai teori 

yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam pembahasan 

skripsi ini. Teori yang akan digunakan adalah teori Maqa>s}id Syari’ah dan 

realisasinya melalui indikator Sustainable Development Goals yang digagas oleh 

PBB. Bab ketiga, akan membahas mengenai pengelolaan dan pengusahaan 

pertambangan minerba teori hak menguasai negara dan kesejahteraan, serta teori 

izin beserta dampak yang ditimbulkan di Provinsi Kalimantan Timur. Bab 

keempat akan membahas mengenai analisis yang dilakukan penyusun atas 

permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori yang 

terdapat pada bab kedua. Bab kelima adalah sebagai penutup berisikan 

kesimpulan dan saran hasil analisis penyusun yang telah dibahas di bab keempat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya 

mengenai perspektif maqa>s}id asy-syari>’ah terhadap tingkat pencapaian 

kesejahteraan dari dampak penerbitan IUP dalam pengelolaan dan pengusahaan 

pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana tertuang dalam 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara merupakan sebuah sistem perizinan yang digunakan Pemerintah 

untuk memberikan pengawasan kepada pelaku pengusahaan pertambangan 

mineral dan batubara. Dari data yang diperoleh, setidaknya terdapat 

beberapa permasalahan dalam penerbitan IUP di Provinsi Kalimantan 

Timur, yakni tidak terpenuhinya persyaratan administratif, persyaratan 

teknis, persyaratan lingkungan,  dan persyaratan finansial. Permasalahan 

dalam  penerbitan IUP memiliki hubungan kausalitas terhadap dampak 

dari penerbitan IUP antara lain: tercatat bahwa terdapat Rp 23 Triliun 

Piutang Pelaku Usaha ke Negara, 90% pemegang IUP tidak membayarkan 

Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang, 1,37 juta Ha IUP masuk 

Kawasan hutan, 4,93 juta Ha IUP masuk kawasan Hutan Lindung, dan 

1.087 NPWP pelaku pengusahaan tambang minerba tidak teridentifikasi. 
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Hal ini menimbulkan multiplier effect terhadap pembangunan 

berkelanjutan terutama di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai 

upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan 

Timur. 

2. Maqa>s}id asy-syari>’ah yang digagas oleh Jasser Auda ditujukan untuk 

pengembangan sumberdaya manusia dalam meningkat kesejahteraan, 

dengan diukur secara empiris melalui program PBB yakni Sustainable 

Development Goals atau biasa disebut dengan Pembangunan 

Berkelanjutan. Perwujudan dari 17 indikator dan 169 target SDGs 

kemudian diintegrasikan pada tiga bidang fokus utama, yakni 

pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Pencapaian 

dari implementasi maqasid syari’ah dalam mengukur tingkat kesejahteraan 

masyarakat di provinsi Kalimantan Timur melalui indikator empiris yakni 

Sustainable Development Goals (SGDs) baru mencapai pengembangan 

Sumberdaya Manusia dalam pembangunan dibidang sosial dan ekonomi, 

sedangkan pengembangan kesadaran Sumberdaya Manusia dalam 

pembangunan pelestarian lingkungan belum tercapai. Meskipun bidang 

sosial dan ekonomi lebih baik dibanding dengan bidang lingkungan, masih 

terdapat beberapa catatan penting yang harus menjadi pertimbangan antara 

lain, tingginya tingkat kesenjangan pendapatan daerah (perkotaan dan 

pedesaan), minimnya peran sektor lain dalam peningkatan PDRB daerah, 

dan minimnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan karena 

selama ini cenderung bersifat sebagai capital intensive.  
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B. Saran  

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pemangku kebijakan, bahwa pengawasan terhadap pengelolaan 

pengusahaan pertambangan harus dilakukan secara ketat dan rutin. 

Pengawasan tidak hanya dilakukan dalam penataan IUP saja, tetapi 

hingga ke ranah lapangan penambangan minerba. Penerbitan IUP 

harus mencerminkan pembangunan berkelanjutan dengan 

memperhatikan aspek lingkungan hidup. Pemerintah memetakan 

kawasan khusus untuk pertambangan, sehingga  tidak setiap kawasan 

yang terdapat sumberdaya mineral dan batubara dapat dilakukan 

pengelolaan tambang, terutama yang memasuki kawasan hutan 

lindung.  

2. Bagi para pelaku pengusahaan pertambangan, bahwa untuk menjaga 

keseimbangan ekosistem maka pasca penambangan, pelaku harus 

memiliki kesadaran untuk melakukan reklamasi tambang.  
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Professor Hukum Islam di Carleton University di 
Kanada. Dia adalah Pendiri dan Anggota Dewan Uni 
Ulama Muslim Internasional, Anggota Dewan Eropa untuk 

Fatwa dan Penelitian, Fellow dari Akademi Fikih Islam India, dan Sekretaris Jenderal 
Yaqazat Feker, sebuah organisasi pemuda populer di Mesir. Dia memiliki gelar PhD 
dalam filsafat hukum Islam dari University of Wales di Inggris, dan gelar PhD dalam 
analisis sistem dari University of Waterloo di Kanada. Pada awal hidupnya, ia hafal 
Quran dan mempelajari Fiqih, Ushul dan Hadis di halaqas Masjid Al-Azhar di 
Kairo. Dia sebelumnya bekerja sebagai: Pendiri Direktur Maqasid Pusat dalam 
Filsafat Hukum Islam di London; Pendiri Wakil Direktur Pusat Etika Islam di 
Doha; profesor di University of Waterloo di Kanada, Universitas Alexandria di 
Mesir, Universitas Islam Novi Pazar di Sanjaq, Qatar, Fakultas Studi Islam, dan 
American University of Sharjah. Dia kuliah dan dilatih tentang Islam, mengenai 
hukum, spiritualitas dan etika dalam puluhan universitas lain dan organisasi di 
seluruh dunia. Dia menulis 25 buku dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, beberapa 
di antaranya diterjemahkan ke 25 bahasa1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.jasserauda.net/en/bahasa-indonesia.html  



Lampiran II 

 

DAFTAR TERJEMAHAN 

Ayat Terjemah  
Qs. Al-Fathir: 27 Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan 

hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-
buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara 
gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang 
beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. 

 
Qs. Ar-Rum: 41 Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan 
kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, 
agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 
 
 

QS.Al-Baqarah: 29 
 

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 
untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu 
dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala 
sesuatu. 
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